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ABSTRAK : -

Bahwa dengan belum berakhirnya penetapan penyebaran Corona Virus Disease 2019
sebagai bencana nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor
12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID19) sebagai Bencana Nasional, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal
22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 8 ayat (7) Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan
dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan
Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang
Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No.
3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN
Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No.
3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN
Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN
No. 4286), UU 24 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 66, TLN No. 4723), UU 39 Tahun
2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.
134, TLN No. 6485), PP 29 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 148, TLN No. 6526), Perpres
57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 99 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.
227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 50 Tahun 2021
(LN Tahun 2021 No. 129), Permenkeu Rl 188/PMK.04/2020 (BN Tahun 2020 No. 1393),
Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Insentif PPN diberikan kepada Pihak Tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena
Pajak, Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat atas perolehan bahan baku
vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19, dan Wajib Pajak yang memperoleh
vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 dari Industri Farmasi Produksi
Vaksin dan/atau Obat, yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
Pihak Tertentu meliputi Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, dan/atau Pihak Lain.
Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
meliputi obat-obatan, vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi, peralatan
laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, dan/atau peralatan
untuk perawatan pasien. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak
ditanggung pemerintah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban
atas pajak ditanggung pemerintah. Pihak Tertentu yang merupakan Pengusaha Kena
Pajak dan memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah saat perolehan Barang
Kena Pajak, tidak dapat mengkreditkan PPN ditanggung pemerintah dalam
perhitungan PPN terutang saat pelaporan SPT Masa PPN. PPh Pasal 22 impor dipungut
oleh bank devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak
melakukan impor barang. Fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), berupa pengenaan tarif PPh sebesar 0% (nol persen) dan bersifat final atas
tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan,
berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1754) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap
Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam
rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 744), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan diundangkan
pada tanggal 31 Desember 2021.

- Lampiran: halaman 19-35.



